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KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTLU,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SABU RAUUA

NOMOR : 00MIO PAUD/DPMPTSPPIAIL2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIAN DINI (PAUD) TK DORKAS
DI DESA RAELORO KECAMATAN SABU BARAT
KABUPATEN SABU RALUA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTL,
PERIDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SABU RAUUA,

Menimbang Y bahwa dalam upayn pelayavan dan pemerstasn  pendidikan  kepucda
masyarakat, sorta  meningkatkan  partisipasi  mesyarakat  di bidang
pendidikan  perlu  diberikan  kesempatan  kepada  masvarakat  untuk
mendirikan lembaga pendidikan daru di Kabupaten Sabu Raijua,

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans dimaksud dart hurul o,
perfu menetapkan Keputusan Kepala Dinas  Penansman Modal  dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Periadustian dan Perdagangan Kabupaten
Sabu Raijun tentang lzin Operasional Pendidikan Anak Usda Dini (PALID)
TR DORKAS,

Mengingat ¢ 1. Undang -~ Undang Republik Indonesia Nowmor 200 Tahun 2003 tentang
Sisten Pendidikn Nasional,
2. Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru
dan Dosen;
3, Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 12 Tahun 2005 tentung
Pemerintah Dacrah sobagaimana telah dirubal berapa kall dinbah terakhir
dengan Undung-Undang Nomor 12 Tubun 2008 tentang Perubahan kedua

atns Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004,

4. Undang-Undang lll'?‘:p\lhllis Indonesin Nomor 52 Tahun 2008  tentung
Pembentukan Kabupaten Sabi Rajua i Provine Nusa Tenggara Timue,

S, Peraturn Pemerintah Republik lodonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah,

6. Poratumn l::uhnh Republik tndonesia Nomor 19 Tahun 1990 tentang
Perun sorta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Republik todonesin Nomor 47 Tahun 2008 tentang

8. p...n:#:.ammuum tdonesin Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Standar Naslonal Pendidikan,



b

Memperhatikan

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

dan . 66 Tahun 2010 tentung

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integritas;

11, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
06020 02 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesin Nomor 63
Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesta Nomor
137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidkan Anak Usia Dini;

14, Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kedudukan
mwwmmmﬁmmmwm-
Dinas Kabupaten Sabu Raijua;

15. Keputusan Bupati Nomotr 153 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar
Opersional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik Penyeleaggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Dinas Penunaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sabu Raijua.

1. Akta Pendifian lemhaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK
DORKAS dari Notaris Silvester J. Mambaitfeto, S.H Nomor : 55 tanggal
15 Januari 2015.
2. Surst Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
dan Olshraga Kabupaten Sabu Raijus  Nomor !
420/1210/DPKKO-SR/X11/2017 tanggal 18 Desember 2017

MEMUTUSKAN

" Memberikan lzn Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK

DORKAS yang berlokasi di Desa Racloro Kecamalan Subu Barat Kabupaten
Sabu Raijua.

. Pembetian izin sehagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berluku

jang mematuhi semua ketentuan yang‘ peraunn pen:ﬁng-um:lmmaln
berlaky, dan wajib melaporkan hasil belajar mengajar setiap BW
ﬁ kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Sabu Raijus.

. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan teryats timbul kerugian padu

pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan techentinya  kegiatn
o maka segala resiko yung timbul sepenubnys  menjedi

pendidikan, st
WMNgEUNg] pemegang izo.
: Scgala lebpM dan amgl'kelalaim atas ketentuan dal;n Wd:;:
oyl mmkm‘ kem’bawmpemhmhbaiksmgammﬁ
mm_ naka kepurusan ini batal atau batal demi hukum.
Tidsk dibenarkan mengalihkan lzin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) ke pihak lain dengan dalib apapun sebelum adanya persewjuan dari
Dinas Pendidikan, Kebudaysan, Kepemudaan dan Olshraga kabupaten Sabu









